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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT
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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT

Transisi menuju sistem energi
yang berkelanjutan

Bahan bakar bekas (“limbah”)

Palo Verde (Arizona US), 
sejak 1986 (35 tahun) membangkitkan daya 3.9 GWe
dengan handal (kapasitas faktor 92.55%)
tanpa emisi polusi udara maupun gas rumah kaca

Foto: Paris-Ortiz-Wines dan Mark Nelson (StandUp4Nuclear)
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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT

Transisi menuju sistem energi
yang berkelanjutan

Upaya mitigasi perubahan iklim

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
Empat skenario mitigasi perubahan iklim:

Mempertahankan dan meningkatkan kapasitas nuklir
(hingga ~500% pada 2050)

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)
Technology Brief: Nuclear Power [2021]

“International climate objectives tidak akan tercapai tanpa energi nuklir.”
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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT

Transisi menuju sistem energi
yang berkelanjutan

Upaya mitigasi perubahan iklim

Meningkatkan ketahanan energi

Biaya operasi PLTN relatif tidak sensitif
terhadap biaya bahan bakar nuklir
+100% harga uranium  +10% harga listrik1

1https://world-nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-nuclear-power.aspx

Sumber: IEA dan NEA [2021]
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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT

Transisi menuju sistem energi
yang berkelanjutan

Upaya mitigasi perubahan iklim

Meningkatkan ketahanan energi

Penyediaan energi masif alternatif
yang handal untuk Indonesia
menuju negara industri yang maju

Sumber: US Energy Information Administration
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Energi Nuklir di RUU-EBT
Energi nuklir – bagian penting dari semangat dibentuknya RUU-EBT:

Meningkatkan pemanfaatan EBT

Transisi menuju sistem energi
yang berkelanjutan

Upaya mitigasi perubahan iklim

Meningkatkan ketahanan energi

Penyediaan energi masif alternatif
yang handal untuk Indonesia
menuju negara industri yang maju

Amanat pemanfaatan energi nuklir sudah ada di:

a.Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

b.Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014

 Landasan hukum atau amanat apa yang perlu ditetapkan di RUU-EBT?
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IAEA Integrated Nuclear Infrastructure 
Review (INIR)
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Infrastruktur Non-Teknis

Hasil INIR ke Indonesia 2009: Indonesia 
masih berada di tahap Pra-Proyek
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Perlu Pembentukan NEPIO
NEPIO: Nuclear Energy Program Implementation Organization

#INDONESIABUTUHNUKLIR

• Kekosongan lembaga “NEPIO” 
menghambat terciptanya langkah
konkrit membangun PLTN di 
Indonesia. 

• MPTN di UU 10 tahun 1997 tidak
terealisasi

• MPPDN yang diamanatkan di draft 
RUU-EBT saat ini, tidak cukup



Mengapa NEPIO Penting?
 Organisasi di level kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada

kepala negara/pemerintahan

 Menyiapkan (19 butir) infrastruktur teknis dan non-teknis

• Melakukan koordinasi lintas kementerian

• Merancang dan mengelola pelaksanaan program energi nuklir nasional

• Melibatkan pemangku kepentingan tenaga nuklir untuk perencanaan

• Membentuk dan menyiapkan kebijakan dan institusi untuk pelaksanaan

 Memastikan keberlanjutan program PLTN Pertama
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Pembelajaran NEPIO dari Negara Lain
Kelompok Kerja kementerian

Negara dengan NEPIO: Korea, Bangladesh, Filipina, Yordania, Mesir, Kuwait, Arab Saudi, Turki, UEA, Polandia

Pro:
● Struktur yang lebih sederhana untuk

diimplementasikan
● Pembentukan yang lebih cepat

Kontra:
● Pegawai tidak bisa fokus ke NEPIO
● Adanya batasan kerja karena kerja

kementerian

#INDONESIABUTUHNUKLIR



Pembelajaran NEPIO dari Negara Lain
BUMN khusus

Negara dengan NEPIO: Korea, Bangladesh, Filipina, Yordania, Mesir, Kuwait, Arab Saudi, Turki, UEA, Polandia

Pro:
● Pegawai bisa fokus ke NEPIO
● Memiliki keleluasaan untuk

beroperasi
Kontra:

● Butuh waktu yang lebih lama untuk
membentuk BUMN Khusus
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NEPIO untuk Indonesia

● NEPIO untuk Indonesia dapat berupa
kelompok kerja ad-hoc independen
dimana seluruh pegawainya berasal dari
gabungan kementerian dan BUMN

● Dengan struktur seperti ini, kelompok
kerja dapat memiliki keleluasaan untuk
berkoordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan/kebijakan energi nuklir

● Selain itu, proses pembentukannya dapat
menjadi lebih cepat karena dapat
dilakukan dengan sistem penunjukan
dari kementerian atau BUMN
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Amanatkan Pembentukan NEPIO

● Dasar hukum jelas dan kuat

● Komitmen jangka panjang

● Pernyataan konkrit “Go Nuclear” Indonesia

Pembentukan NEPIO yang berada di level 

kementerian dan bertanggung jawab langsung

kepada presiden penting untuk memastikan

koordinasi multi-sektoral yang dibutuhkan untuk

pembangunan PLTN pertama di Indonesia
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Isu Lainnya terkait Energi Nuklir

 Pengulangan (tumpang tindih) dengan pasal-pasal UU No.10 Tahun 1997

• Pembentukan BAPETEN: UU No. 10 Tahun 1997 pasal 4 vs RUU-EBT pasal 11

• Penyimpanan Lestari: UU No. 10 Tahun 1997 pasal 25 vs RUU-EBT pasal 14

 Standar Portofolio Energi Terbarukan  Kurang mencerminkan semangat RUU-EBT

• Pemanfaatan energi baru dan terbarukan

• Meningkatkan ketahanan energi

• Sistem energi yang berkelanjutan

• Mitigasi perubahan iklim

• Suplai energi besar yang andal

#INDONESIABUTUHNUKLIR

Standar Portofolio
Energi Bebas Karbon

• Proses utama dalam pembangkitan daya tidak
mengemisikan karbon



Terima Kasih 

ENERGI DAN TEKNOLOGI NUKLIR 

UNTUK KESEJAHTERAAN DAN 

KEMAJUAN RAKYAT INDONESIA

“Amanatkan Pembentukan NEPIO”
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UU No. 10 Tahun 1997 RUU EBT (13 September 2021)

Pasal 4
(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, 
yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala
kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, 
perizinan, dan inspeksi.

Pasal 11
(1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga
nuklir yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.
(2) Badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap
keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya
nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pasal 25
(2)Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Pasal 14
(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 
setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia.

Pengulangan Konten Pasal
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Perbandingan Keselamatan dan Kebersihan Sumber Energi
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